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Yth: 

1. Para gubernur; dan 

2. Para bupati/wali kota, 

di – tempat 

 

 

SURAT EDARAN 

NOMOR 2 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENERTIBAN KEGIATAN EKSPLOITASI DAN/ATAU KEGIATAN MENGEMIS 

YANG MEMANFAATKAN LANJUT USIA, ANAK, PENYANDANG DISABILITAS, 

DAN/ATAU KELOMPOK RENTAN LAINNYA  

 

A. Latar Belakang 

Bahwa sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 

1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, dengan 

melakukan eksploitasi dan/atau kegiatan mengemis menyebabkan 

keresahan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, sehingga perlu 

menerbitkan Surat Edaran tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi 

dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, 

Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan Lainnya. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

1. Mencegah adanya kegiatan mengemis baik secara offline dan/atau 

online di media sosial yang mengeksploitasi para lanjut usia, anak, 

penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya. 

2. Melindungi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan 

kelompok rentan lainnya dari eksploitasi yang dilakukan dengan 

kegiatan mengemis secara offline dan/atau online di media sosial. 

 

C. Ruang Lingkup 

Surat Edaran ini memuat himbauan kepada gubernur dan bupati/wali kota 

di seluruh Indonesia untuk mencegah dan menindak kegiatan mengemis 

baik yang dilakukan secara offline maupun online di media sosial yang 

mengeksploitasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau 

kelompok rentan lainnya serta memberikan perlindungan kepada para 

lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan 

lainnya yang menjadi korban eksploitasi dari kegiatan mengemis baik 

dilakukan secara offline dan/atau online di media sosial. 
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D. Dasar Hukum 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut 

Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia 

Nomor 5606); 

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4720); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 592); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);  

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871); dan 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan 

Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3177). 

 
 

E. Isi Surat Edaran 

Para gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia, dihimbau untuk: 

1. mencegah adanya kegiatan mengemis baik yang dilakukan secara 

offline maupun online di media sosial yang mengeksploitasi para lanjut 

usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan 

lainnya; 

2. apabila ditemukan kegiatan mengemis dan/atau yang mengeksploitasi 

para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok 

rentan lainnya harus melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik 

Indonesia dan/atau ditindaklanjuti melalui Satuan Polisi Pamong 

Praja; dan 

3. memberikan perlindungan, rehabilitasi sosial, dan bantuan kepada 

para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok 

rentan lainnya yang telah menjadi korban eksploitasi melalui 
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mengemis baik yang dilakukan secara offline maupun online di media 

sosial. 

 

F. Penutup 

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan 

sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  16 Januari 2023 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

           ttd 

 

TRI RISMAHARINI 

 

 

 

Salinan Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth: 

1. Presiden Republik Indonesia. 

2. Wakil Presiden Republik Indonesia. 

3. Menteri Bidang Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan. 

4. Menteri Dalam Negeri. 

5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

6. Menteri Komunikasi dan Informasi. 


